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PUTUSAN
Nomor 14/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan
sebagai berikutdalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan

Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya:

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Jabatan Direktur Keberatan
dan Banding;

2. ERMA SULISTYARINI, Jabatan Kepala Sub Direktorat
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding;

3. YURNALIS RY, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali,
Direktorat Keberatan dan Banding;

4. WAHYU NURSANTY, Jabatan Penelaah Keberatan,
Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-343/PJ./2009

tanggal 16 Oktober 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan

PT. TEKINDO KERJATAMA, berkedudukan di Rukan Nirwana

Sunter Asri J-1 Nomor 1, Sunter Permai Papango, Tanjung Priok,

Jakarta Utara 13450;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon

Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan
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hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan sural keberatan padatanggal
6 Juli 2006;

Bahwa surat penolakan keberatan Pemohon Banding terima setelah
Pemohon Banding mengajukan pertanyaan ke Kanwil DJP Jakarta V dengan
Nomor 073/TK/KEU-VIII//07 tanggal 16 Agustus 2007 dan diterima Terbanding
tanggal 20 Agustus 2007 vyang kemudian dijawab dengan Nomor
S-727/WPJ.21/BD.0603/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikatakan telah
dikirim melalui pos tanggal 29 Juni 2007 dengan lampiran surat pos (tanpa alamat
Pemohon Banding) yang sampai saat ini surat penolakan belum Pemohon
Banding terima dari kantor pos;

Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung
Terbanding datanya mengacu kepada audit report KAP Yuwono & Rekan yaitu
nilai peredaran usaha sebesar Rp29.891.005.778,00 padahal data dimaksud
tidak benar karena peredaran usaha yang Pemohon Banding laporkan adalah
sesuai SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan laporan keuangannya
mengacu kepada audit report KAP Purbalaud & Rekan vyaitu sebesar
Rp22.313.693.911,00;

Bahwa Pemohon Banding telah memutuskan kontrak dengan KAP
Yuwono & Rekan sebelum SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding laporkan
dan audit report KAP Yuwono & Rekan adalah audit yang Pemohon Banding
kirim kepada Pertamina dalam rangka mengajukan tender;

Bahwa Pemohon Banding bersedia memberikan data dan bukt
pendukung yang diperlukan untuk mendukung laporan Pajak Pertambahan Nilai
Pemohon Banding selamatahun 2003;

Bahwa Pemohon Banding mohon agar KEP-251/VVPJ.21/BD.06/2007
tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
2003 ditinjau kembali sesuai dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang
telah Pemohon Banding laporkan yaitu sebagai berikut:
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Pos Yang Dikoreksi
URAIAN

Menurut

Terbanding

Pemohon Banding

Keberatan

Objek PPN

Pajak Keluaran

Keluaran oleh Pemungut PPN
Pajak yang dipungut Sendiri
Pajak Masukan yg dikreditkan
Dibayar dengan NPWP sendiri
PPN yang kurang dibayar
Kelebihan yg dikompensasi
PPN yang kurang bayar
Bunga Pasal 13 (2) KUP
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

Jumlah yang masih harus dibayar

29.891.005.778,00
2.989.100.578,00
(2.176.823.937,00)
812.276.641,00
(445.333.424,00)

22.313.693.911,00
2.231.369.391,00
(2.176.823.937,00)
54.545.455.00
(459.451.624,00)

7.577.311.867,00
757.731.187,00
0,00
757.731.187.00
14.1 18.200,00

(42.572.873,00) (42.572.873,00) 0,00
324.370.344,00 0,00 | 771.849.387,00
447.479.042,00 0,00 0,00
771.849.386,00 | (449.479.042,00) | 771.849.387,00
370.487.705,00 0,00 | 370.487.705,00
461.597.242,00 0,00 | 461.597.242,00

1.603.934.333,00 0,00 | 1.603.934.333,00

Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-251/WPJ.21/BD.06/2007
tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai
dengan Desember 2003 Nomor 00202/207/03/042/06 tanggal 29 Mei 2006
atas nama: PT. Tekindo Kerjatama, NPWP: 01.399.176.5-042.000,

alamat: Rukan Nirwana Sunter Asri J-1 Nomor 1, Sunter Permai Papango,

Tanjung Priok, Jakarta Utara 13450 sehingga Pajak Pertambahan Nilai

Masa Pajak Januari-Desember 2003 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Keluaran:

Pajak Keluaran seluruhnya

Rp 22.313.693.919,00

Rp 2.231.369.391,00

Dikurangi

PK yang dipungut oleh Pemungut Rp 2.176.823.937,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 54.545.455,00
Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 487.906.297,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 433.360.842,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan
ke masa pajak berikutnya Rp 447.479.042,00

14.118.200,00

PPN yang kurang dibayar Rp
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Sanksi Administrasi:

BungaPasal13(2) KUP  Rp 6.776.736,00

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 14.118.200,00

Jumlah Sanksi Administrasi Rp 20.894.936,00
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 35.013.136,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 diberitahukan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Agustus 2009, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-343/PJ./2009 tanggal 16 Oktober
2009 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan
Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009, dengan disertai
alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada
tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal
10 November 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan
jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali gasus quo
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan
dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali
tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
I.  Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
‘Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali
atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan

Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
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‘Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor
Put-18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009, telah terdapat
kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliman hukum karena dalam
putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidak
mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material
dalam objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-251/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 mengenai
Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor
00202/207/03/042/06 tanggal 29 Mei 2006, atas nama PT. Tekindo
Kerjatama, NPWP: 01.399.176.5-042.000, serta tidak memperhatikan
atau mengabaikan fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar pertimbangan
dalam penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-251/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tersebut, sehingga
menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh
Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang
nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang
bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan
yang beraku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat
mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp.1.568.921.197,00

yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003
Yang Masih Harus Dibayar Cfm. KEP-251/WPJ.21/BD.06/2007 |Rp. 1.603.934.333,00
tanggal 28 Juni 2007

PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003
Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Put.18906/PP/M.VIII/16/2009  |Rp. 35.013.136,00
tanggal 13 Juli 2009

Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya
sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali
atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor
KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2008

Rp. 1.568.921.197,00
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Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
‘Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf ¢, huruf d dan huruf e dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18906/PP/M.VI11/16/2009
tanggal 13 Juli 2009, atas nama: PT. Tekindo Kerjatama (Termohon
Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), telah diberitahukan
secara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali
semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Juli 2009
yang diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali
semula Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan Surat
Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen:
2009081403840002;

3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal
13 Juli 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh
Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara
tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak
tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu
sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan
yang berlaku;

4. Bahwaoleh karenaitu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali

ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

lll. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan
Kembali ini adalah sebagai berikut:
a. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 Telah Cacat
Hukum;
b. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp7.577.311.867,00;
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding
membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan
Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VII1/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut,

maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan
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Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah
mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam pemeriksaan
Banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan
penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta
menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 Telah Cacat
Hukum;

3.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Banding Nomor 102/TK-KEU/0907 tanggal 21 September
2007 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 26 September
2007, maka Jatuh tempo 12 (dua belas) bulan pemeriksaan acara
biasa jatuh pada tanggal 25 September 2008, sedangkan Majelis
memutus sengketa tanggal 27 April 2009;

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
beserta penjelasannya, menyebutkan:

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima”;
Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;

Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak:
“Yang dimaksud dengan ‘dalam hal-hal khusus” antara lain
pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu
yang cukup lama”;

3.3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009, diketahui secara
jelas dan nyata-nyata bahwa sengketa diputus telah melewat
jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan diketahui pula secara jelas
dan nyata-nyata bahwa Majelis tidak menggunakan kuasa Pasal 81
ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak;

--Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/B/PK/PJK/2011--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan tegas
bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 tidak memenuhi
ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak;

3.5. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah
nyata-nyata bertentangan dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dan oleh karena
itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/2009
tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah cacat hukum (juridisch gebrek)
dan harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar

Rp1.399.340.375,00;

4.1. Bahwaterhadap dalil-dalil yang telah Pemohon Peninjauan Kembali
semula Terbanding kemukakan di atas merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan Pemohon
Peninjauan Kembali semula Terbanding uraikan berikutini;

4.2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding
membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak
Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009, maka
dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan
Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah
mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon
Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam pemeriksaan
banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs), sehingga pertimbangan
hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi
tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat
keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 25 Alinea ke-2, ke-3 dan ke-4:

‘bahwa atas jumlah Peredaran Usaha sebesar
Rp22.313.693.911,00 telah didukung dengan Faktur Pajak
Keluaran, Rekening Koran Bank dan telah dilaporkan dalam SPT

PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2003”;
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‘bahwa dari penelitian bukti berupa SPT Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2003 terbukti bahwa atas Peredaran Usaha sebesar
Rp22.313.693.911,00 telah dilaporkan didalam SPT Pajak
Penghasilan badan tahun 2003’;

“......., Majelis dapat meyakini jumlah Peredaran Usaha Pemohon
Banding adalah sebesar Rp22.313.693.911,00 dan telah didukung
dengan bukti pendukung sehingga Majelis berketetapan koreksi
Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.577.311.867,00
tidak dapat dipertahankan”;

4.4. Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 Termohon
Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengakui
mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda yaitu
Laporan Keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan dan
Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan,
pada Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan equalisas
dengan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Banding pada tahun pajak yang sama dalam laporan
keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan. Diketahui bahwa
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan
laporan keuangan dari KAP Yuwono H dan Rekan sebesar
Rp29.891.005.778,00;

4.5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula
Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa
banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah
membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat
pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi
yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding
terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar
Rp7.577.311.867,00;

4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 28 ayat (3),
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
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dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU KUP:

‘Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan

yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan

laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir”,

Pasal 28 ayat (3) UU KUP:

“‘Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan

dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan

atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP:

ayat (1) : ‘Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan”;

ayat (3) : “Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruang yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan’;

Pasal 39 ayat (1) hurufd, e dan f UU KUP:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang
isinyatidak benar atau tidak lengkap;

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29;
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f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar’;

4.7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta
berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding
diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

4.7.1. Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada
Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon
Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah
terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak tanggal 11 Juni
1998 dengan Jenis Usaha berupa Perdagangan Bahan
Bakar Gas, Cairdan Padat dengan KLU 54410;

4.7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon
Banding mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan
audited yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit
KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat
untuk memenangkan tender Pertamina. Dan laporan
keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan
dipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;

4.7.3. Auditor dari kedua laporan keuangan tersebut menyatakan
telah memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan
keuangan yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali
semula Pemohon Banding bebas dari salah saji material.
Para auditor menyatakan pula bahwa audit yang dilakukan
meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam
laporan keuangan;

4.7.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon
Banding mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited

yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP
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Yuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesar
Rp.1.703.040.914,00. Dan laporan keuangan yang diaudit
oleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugi bersih
sebesar Rp.3.151.196.513,00;

4.7.5. Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H &
Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Banding tidak didukung dengan bukti-bukiti
voucher, buku besar maupun kertas kerja dan laporan
lainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali
semula Pemohon Banding laporan keuangan yang diaudit
KAP Yuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengan
surat pembatalan laporan audit atas Laporan Keuangan
PT. Tekindo Kerjatama melalui S-027/SK-SBLS/Yw/III/05
tanggal 4 Maret 2005;

4.7.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding
melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak
Pertambahan Nilai berdasarkan equalisasi PPh Badan
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
pada tahun pajak yang sama, dalam laporan keuangan
hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan karena menyajikan
Dasar Pengenaan Pajak PPN yang lebih besar daripada
laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan
sesuai Surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan
Penagihan Pajak Nomor S-304/PJ.721/2006 tanggal 17 Mei
2006 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan SPT LB atas
nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon
Banding yang menyatakan: ‘pemeriksaan harus dilakukan
dengan teliti dan seksama serta berdasarkan informasi
yang akurat yang dapat mengamankan penerimaan negara
dalam tingkat yang paling optimal”;

4.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan
memiliki 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda dimana
tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan
mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan terbukti pula bahwa
Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak

mempunyai iktikad yang baik dengan tidak menyelenggarakan
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pembukuan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku;

4.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Termohon
Peninjauan  Kembali semula Pemohon Banding tidak
menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tidak dapat
memberikan bukti pendukung atas penerbitan laporan keuangan
yang diaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan
sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina dan terbukii
bahwa pembatalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP
Yuwono H & Rekan tersebut setelah Termohon Peninjauan Kembali
(semula Pemohon Banding) melaporkan SPT PPh Badan Tahun
2003;

4.10.Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara jelas dan
tegas, Pemohon Peninjuan Kembali semula Terbanding tidak dapat
meyakini kebenaran pelaporan SPT PPh Badan Termohon
Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena yang
digunakan sebagai dasar peritungan pajak adalah salah satu dari
laporan keuangan tersebut di atas yaitu laporan keuangan hasil
audit KAP Purbalaud & Rekan dimana tidak diketahui mana laporan
keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang
sebenamya sehingga diyakini dengan jelas dan nyata bahwa
Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam
menyelenggarakan pembukuan tidak memperhatikan itikad baik
dan tidak mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya;

4.11.Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta
yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas bahwa
atas 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda tersebut
Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak
mempunyai itikad baik dan diindikasikan melakukan tindak pidana
yang akan merugikan negara dengan cara penghindaran pajak;

4.12.Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta

yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka

--Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/B/PK/PJK/2011--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup
alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas
kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam
bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi Peredaran Usaha
sebesar Rp7.577.311.867,00;

4.13.Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta
hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan
telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis
Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan
dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan
koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula
Terbanding terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan
Kembali semula Pemohon Banding sebesar Rp.7.577.311.867,00
sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim
Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku;

5. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak
Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 vyang
menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-251/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai ,
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor
00202/207/03/042/06, tanggal 29 Mei 2006, atas nama PT. Tekindo
Pratama, NPWP: 01.399.176.5-042.000;
adalah tidak benardan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan azas kepastian
hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai alasan butir 1ll.4.:
Bahwa alasan butir Ill.4. dapat dibenarkan karena Pengadilan Pajak tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
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pertimbangan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan
Kembali telah membuat 2 (dua) laporan keuangan yang berbeda, hal ini
menunjukkan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan
Kembali menyelenggarakan pembukuan dengan tidak memperhatikan itikad baik
sehingga tidak dapat mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Bahwa dengan demikian koreksi-koreksi Terbanding sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan
Kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli
2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar
sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan
mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Banding
namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan
Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan kembali di
pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk
membayar biaya perkara, dalam Peninjauan Kembali;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak,
serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18906/PP/M.VIII/16/
2009 tanggal 13 Juli 2009;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
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Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua
juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,
M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan
H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari
Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
Biaya-biaya: Panitera Pengganti,
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00
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